
 
SALINAN  

 
 

 
 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  40  TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN  SUKOHARJO TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, menyatakan bahwa Rencana Strategis 
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah setelah RPJMD ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun  2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 5234);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 65); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

18. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 174); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor   10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 234); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 



4 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH  KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 

2016-2021. 
 

BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah  adalah Kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat  PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Badan 
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.  

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra PD adalah dengan Perencanaan PD 

untuk Periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode1 (satu) tahun. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
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12. Stakeholder atau disebut pemangku kepentingan adalah 
semua pihak terkait prakarsa pembangunan yang berasal 

dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniawan, 

pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-
pemerintah, dan lain-lain. 

 
BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Setiap PD wajib menyusun Renstra PD Tahun 2016-2021 
dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: 

a. BAB I : Pendahuluan  

b. BAB II : Gambaran Pelayanan 

c. BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok 

Fungsi 

d. BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan 

Arah Kebijakan 

e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator 

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan 
Indikatif 

f. BAB VI : Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan 

dan Sasaran RPJMD 

g. BAB VII : Penutup 

(2) Renstra PD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB III 

KEDUDUKAN RENSTRA PD 
 

Pasal 3 
 

(1) Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD. 

(2) Renstra PD memuat program, kegiatan, lokasi dan 
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.  

(3) Renstra dirumuskan ke dalam rancangan Renja PD dan 

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 
 

BAB IV 
PEMBINAAN 

 

Pasal 4 

 
Bappelbangda melakukan penelaahan dan memastikan 

konsistensi antara Renstra PD dengan Renja PD. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 28 April 2017 

  BUPATI  SUKOHARJO, 

                                                                            ttd 

 

WARDOYO WIJAYA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  28 April 2017 

 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 41 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 40 TAHUN 2017 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2016-2021 
 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2016 – 2021 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra PD merupakan dokumen perencanaan 
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis 

disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka 
Menangah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, memuat tujuan, sasaran, program, 
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai 
tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. 

 
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 
2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016. Sejalan dengan hal tersebut maka 
diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. 

Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program dan kegiatan 
tahun 2016-2021, sesuai dengan RPJMD dimaksud. 

 
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

 Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-

2021 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan;    

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan; 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

 Penyusunan Renstra PD tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk 

menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi 
Tahun 2016-2021 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan 

sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. 
Adapun tujuannnya adalah untuk : 

1. memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka 
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016-2021; dan 

2. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 

 
BAB II 

RINCIAN RENSTRA PD 
 

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut : 

1. Sekretariat Daerah; 

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

3. Inspektorat; 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

5. Dinas Kesehatan; 

6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; 

7. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 

8. Satuan Polisi Pamong Praja; 

9. Dinas Sosial; 

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

11. Dinas Pangan; 

12. Dinas Lingkungan Hidup; 

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; 

15. Dinas Perhubungan; 

16. Dinas Komunikasi Dan Informatika; 

17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

18. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga; 

19. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan; 

20. Dinas Pertanian dan Perikanan; 

21. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 

22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

23. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah; 
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24. Kesatuan Bangsa dan Politik; 

25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

26. Rumah Sakit Umum Daerah;  

27. Badan Keuangan Daerah; 

28. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

29. Kecamatan Weru; 

30. Kecamatan Bulu; 

31. Kecamatan Tawangsari; 

32. Kecamatan Sukoharjo; 

33. Kecamatan Nguter; 

34. Kecamatan Bendosari; 

35. Kecamatan Polokarto; 

36. Kecamatan Mojolaban; 

37. Kecamatan Grogol; 

38. Kecamatan Baki; 

39. Kecamatan Gatak; dan 

40. Kecamatan Kartasura. 

 

 
BAB III 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 

merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah,  sebagai 
bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021. 

 Melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dapat 
semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran 
pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo, sehingga akan 

terwujud cita-cita pembangunan untuk “TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO 
YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG 

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”.  
 
 

BUPATI  SUKOHARJO, 

         ttd 

 

WARDOYO WIJAYA     


